
I SALINAN I

KABUPATENMAJALENGKA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR 26 TAHUN2022

TENTANG

POLATATAKELOLABADANLAYANANUMUMDAERAHUNIT PELAYANAN

TEKNIS DAERAHPUSAT KESEHATANMASYARAKATDANLABORATORIUM

KESEHATANDAERAH

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah

Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ... 2
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

8akit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor ... 3
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Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN: ... 4
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MEMUTUSKAN

PERATURANBUPATITENTANGPOLATATAKELOLABADAN

LAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAYANANTEKNIS

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKATDAN

LABORATORIUMKESEHATANDAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disebut UPTD adalah UPTD Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih

mengutamakan upaya promotif dan preventif,

untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya yang berada di tingkat

kecamatan di wilayah Kabupaten Majalengka.

6. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya

disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional

pelayanan kesehatan Laboratorium.

7. Badan ... 5
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7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat BLUD ada1ah sistem yang diterapkan

oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

da1am memberikan pelayanan kepada masyarakat

yang mempunyai fleksibilitas da1am pola

penge101aan keuangan sebagai pengecua1ian dari

ketentuan penge101aan daerah pada umumnya.

8. Dokumen Pola Tata Ke101amerupakan dokumen

yang menjelaskan tata kelola Unit Pe1aksana

Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan

menerapkan BLUD

BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Pasa12

Maksud disusunnya Peraturan Bupati lnl adalah

menetapkan Dokumen Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan

Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Lingkup

Kabupaten Majalengka.

Pasa13

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a. memaksimalkan nilai Pusat Kesehatan Masyarakat dan

Laboratorium Kesehatan Daerah dengan cara

menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas dan independensi, agar Pusat Kesehatan

Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

memilikidaya saing yang kuat;

b. mendorong penge10laan Pusat Kesehatan Masyarakat

dan Laboratorium Kesehatan Daerah secara

professional, transparan dan efisien, serta

memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian

organ Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium

Kesehatan Daerah;

c. mendorong ... 6
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c. mendorong organ Pusat Kesehatan Masyarakat dan

Laboratorium Kesehatan Daerah dalam membuat

keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa

dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,

serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial

Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium

Kesehatan Daerah terhadap stakeholder; dan

d. meningkatkan kontribusi Pusat Kesehatan Masyarakat

dan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam

mendukung kesejahteraan umum masyarakat me1alui

pelayanan kesehatan

BABIII

SISTEMATlKA

Pasal4

(1) Dokumen Pola Tata Ke10laPusat Kesehatan Masyarakat

dan Laboratorium Kesehatan Daerah disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Kelembagaan

BAB III Penutup

(2) Dokumen Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud

ayat (1) terdiri dari:

a. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas Argapura;

b. Dokumen Pola Tata Ke10laPuskesmas Balida;

c. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Banjaran;

d. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Bantarujeg;

e. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas Cigasong;

f. Dokumen Pola Tata Ke10laPuskesmas Cikijing;

g. Dokumen Pola Tata Ke10laPuskesmas Cingambul;

h. Dokumen Pola Tata Ke10laPuskesmas Jatitujuh;

i. Dokumen ... 7
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1. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas Jatiwangi;

J. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Kadipaten;

k. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Kasokandel;

1. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas Kertajati;

m. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas

Lemahsugih;

n. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas

Leuwimunding;

o. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Ligung;

p. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas Loji;

q. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas Maja;

r. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Majalengka;

s. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Malausma;

t. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Margajaya;

u. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Munjul;

v. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Panongan;

w. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas

Panyingkiran;

x. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas Rajagaluh;

y. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas Salagedang;

z. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas Sindang;

aa. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas

Sindangwangi;

bb. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Sukahaji;

cc. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Sukamulya;

dd. Dokumen PolaTata KelolaPuskesmas SumbeIjaya;

ee. Dokumen Pola Tata KelolaPuskesmas Talaga;

ff. Dokumen Pola Tata Kelola Puskesmas Waringin;

dan

gg. Dokumen Pola Tata KelolaLabkesda.

(3)Dokumen ... 8
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(3) Dokumen Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ~imuat dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABIV

PENUTUP

Pasal5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka

Pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

tdd

EMANSUHERMAN

BERITA DAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
~RA~ KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANANUMUM
DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. POLA TATA KELOLA PUSKESMAS ARGAPURA



GG.

POLA TATA KELOLA LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang

menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan
ujung tombak pembangunan kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 yang diperbaharui dengan Permenkes Nomor
43 tahun 2019 tentang Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggara
Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama dan Upaya Kesehatan Perorangan
tingkat pertama.

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik
(public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan
serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan
pemulihan kesehatan, antara lain meliputi promosi kesehatan, pemberantasan
penyakit, penyehatan Iingkungan, perbaikan gizi dan peningkatan kesehatan
keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan perorangan, yaitu pelayanan yang
bersifat pribadi (private goods), dengan tujuan utama penyembuhan penyakit
dan pemulihan kesehatan perorangan tanpa mengabaikan pemeliharaan
kesehatan dan pencegahan penyakit, baik berupa rawat jalan maupun rawat
inap.

Mengingat beban kerja puskesmas yang berat, pengelolaan kegiatan yang
tidak memberikan keleluasaan bagi puskesmas untuk menetapkan program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta tututan
puskesmas untuk meningkatkan kinerjanya, sedangkan sistem pembiayaan masih
belum memberikan keleluasaan bagi puskesmas untuk berupaya dalam
peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengelola puskesmas
secara entepreneur bukan secara birokratik lagi. Untuk itu Puskesmas perlu
melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang
menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana memberikan peluang bagi
puskesmas untuk menerapkan pola pengelola keuangan BLUD yang memberikan
f1eksibilitas dalam pengelolaannya.

Dalam rangka menerapkan pengelolaan keuangan BLUD perlu disusun
Tata Kelola yang merupakan aturan internal puskesmas dengan memperhatikan
prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

POLA TATA KELOLA BLUD PUSKESMAS



BAB III

PENUTUP

Tata Kelola yang diterapkan pada Puskesmas yang menerapkan Badan
Layanan Umum Daerah bertujuan untuk:
A. Memaksimalkan nilai puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar puskesmas memiliki daya
saing yang kuat.

B. Mendorong pengelolaan puskesmas secara profesional, transparan dan efisien,
serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ puskesmas.

C. Mendorong agar organisasi puskesmas dalam membuat keputusan dan
menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial puskesmas terhadap stakeholder.

D. Meningkatkan kontribusi puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum
masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Untuk dapat terlaksananya aturan dalam Tata Kelola perlu mendapat
dukungan dan partisipasi seluruh karyawan Puskesmas serta perhatian dan
dukungan Pemerintah Kabupaten Majalengka baik bersifat materiil, administratif
maupun politis.

Tata Kelola puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi perubahan
terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola puskesmas
sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab,
dan kewenangan organ puskesmas serta perubahan Iingkungan.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARlAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

~-~-
DEDESUPENANURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

POLA TATA KELOLA BLUD PUSKESMAS
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